
 

SURAT EDARAN 

NOMOR 40 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

PEMBAYARAN SPP, PERWALIAN, DAN KONTRAK KULIAH ONLINE  

BAGI MAHASISWA YANG TIDAK LULUS ATAU BATAL  

UJIAN SIDANG/YUDISIUM SEMESTER GENAP 2022/2023 

 

Yth.  1. Dekan Fakultas 

 2. Direktur UPI Kampus Daerah 

 3. Direktur Sekolah Pascasarjana 

3. Ketua Program Studi 

 4. Mahasiswa Program Sarjana (S-1), Magister (S-2), dan Doktor (S-3) 

 di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia 

 

Dengan ini kami sampaikan bahwa : 

1. Mahasiswa yang telah mengikuti ujian sidang sampai dengan 31 Agustus 2023, dan 

dinyatakan tidak lulus atau batal ujian sidang, serta tercantum dalam SK Ujian Sidang, 

dapat melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik Semester Ganjil 

2023/2024, sepanjang masih memiliki masa studi. 

2. Pembayaran Biaya Pendidikan/UKT (registrasi administrasi) sebagaimana disebutkan pada 

butir 1 di atas dilakukan pada tanggal 1 - 14 September 2023 di Direktorat Keuangan UPI 

dengan memperlihatkan surat pengantar dari pimpinan Fakultas/Kampus Daerah/SPs. 

3. Perwalian dan kontrak kuliah online (registrasi akademik) dilakukan mulai tanggal 15 – 22 

September 2023. 

4. Tidak ada layanan registrasi administrasi dan akademik di luar jadwal yang telah 

ditetapkan.  

 

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang
sah.




